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Artinya "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat
menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan
berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Ttulah yang lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui".

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap Kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan Skirpsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi
ini adalah: ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI
PUTUSAN NO.2055/PID.B/2024/PN MDN)

Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi IImu
Hukum.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan
dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis
mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al

‘Washliyah Medan;
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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN
NO.2055/PID.B/2024/PN MDN)

Wahyu Aditya Siregar
(235114165)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi
manusia yang kerap terjadi dalam lingkup domestik, khususnya terhadap
perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab
terjadinya KDRT serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam
menjatuhkan putusan pada kasus No. 2055/PID.B/2024/PN MDN berdasarkan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan studi kasus, spesifikasi deskriptif-analitis, dan pengumpulan data
melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa faktor ekonomi, budaya patriarki, penyalahgunaan alkohol, dan lemahnya
kesadaran hukum merupakan penyebab utama KDRT. Dalam putusan pengadilan,
hakim mempertimbangkan unsur perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Penelitian ini menegaskan
pentingnya implementasi hukum yang tegas serta perlindungan maksimal terhadap

korban KDRT, guna menciptakan rumah tangga yang aman dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU PKDRT, Hakim, Perlindungan

Perempuan, Analisis Yuridis.
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ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE
DOMESTIC VIOLENCE ERADICATION ACT (CASE STUDY OF
VERDICT NO. 2055/PID.B/2024/PN MDN)

Wahyu Aditya Siregar
(235114165)

Domestic violence (DV) is a form of human rights violation that frequently occurs
within the private sphere, particularly against women. This study aims to analyze
the contributing factors to the occurrence of domestic violence and to examine the
legal considerations of the panel of judges in sentencing the defendant in Case No.
2055/PID.B/2024/PN MDN, based on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of
Domestic Violence. The research employs a normative juridical method with a case
study approach, descriptive-analytical specification, and data collection through
literature studies and legal document analysis. The findings reveal that economic
hardship, patriarchal culture, alcohol abuse, and lack of legal awareness are the
primary causes of domestic violence. In the court’s decision, the judge considered
the element of physical violence within the household as regulated in Article 44
paragraph (1) of the Law. This study emphasizes the importance of strict legal
enforcement and maximum protection for victims of domestic violence to ensure a

safe and just household environment.

Keywords: Domestic Violence, Law No. 23/2004, Judge Consideration, Women

Protection, Juridical Analysis.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu permasalahan
sosial dan hukum yang dapat dikatakan masih sesuatu yang serius untuk di
upayakan penangannya secara sistemik sehingga dicapainya angka penurunan yang
signifikan. KDRT diyakini masih bagian masalah yang bagi banyak negara,
termasuk Indonesia.

KDRT disebut juga kekerasan domestik dikarenakan kekerasan ini sering
terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suami- istri,
anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga'. Kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang paling banyak terjadi umumya dilakukan oleh suami terhadap istri.”
Faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT adalah ekonomi, perselingkuhan,
sosial, budaya, dan jumlah anak.

Kekerasan terhadap wanita khususnya yang terjadi dalam rumah tangga

merupakan masalah terbesar di dunia yang berhubungan dengan hak asasi seorang

'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT)
2 https://komnasperempuan.go.id/download-file/323.diunduh terakhir tanggal23 Agustus

2022
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wanita. Seorang wanita memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan,
perbudakan, dan diskriminasi serta berhak untuk mendapatkan pendidikan,
kepemilikan akan haknya, memberikan hak suara, dan untuk mendapat upah yang
layak. WHO menyatakan bahwa 1 dari 3 wanita (35%) wanita di dunia pernah
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual baik yang dilakukan oleh suami
maupun pihak yang memiliki relasi intim dengannya.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, angka pelaporan kasus kekerasan
terhadap wanita di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak
tahun 2010. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu
sebesar 35%. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 9% dari tahun 2014.
Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) yang diterbitkan oleh Komnas
Perempuan, terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun
2015. Bahkan pada tahun 2019 grafik terjadinya KDRT meningkat sebanyak
431.471 kasus.?

Budaya patriarki turut berkontribusi dalam memicu terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT). Dalam masyarakat patriarki, laki-laki sering kali
diposisikan sebagai pihak yang superior, sedangkan perempuan dianggap lebih

rendah. Hal ini menciptakan ketidakadilan gender yang menormalisasi kekerasan.*

* https://komnasperempuan.go.id/download-file/323 diunduh terakhir tanggal23 Agustus
2022

“Ucy Sugiarti, Peran Budaya Patriarki dalam Memicu Kekerasan dalam Rumah Tangga,
https://goodstats.id/article/peran-budaya-patriarki-memicu-kekerasan-dalam-rumah-tangga-vb,
diunduh terakhir tanggal 12 Februari 2025.
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Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional tentang Perempuan, kekerasan
dalam rumah tangga terus meningkat dan sering kali tidak teridentifikasi.’
Korban-korban kekerasan dalam lingkup personal (domestik/ rumah tangga) adalah
perempuan. Tidak dipungkiri bahwa perempuan tergolong menjadi kelompok
rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam
sistem patriarki, kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai hal yang wajar,
dimana laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar dalam menentukan aturan
rumah tangga, termasuk pada kekerasan.®

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan wanita sebagai korban merupakan

suatu kejahatan yang melanggar prinsip kesetaraan gender. Sustainable

SData Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan bahwa Kekerasan
terhadap Istri (KTI) merupakan kekerasan dalam relasi perkawinan yang dilakukan suami terhadap
istri. Walau UU PKDRT disahkan pada 2004, kasus KTI sudah mulai muncul sejak 2003 dengan
jumlah 1.353 kasus. Dalam 21 tahun tercatat 485.270 kasus KTI. Bentuk kekerasan yang paling
banyak terjadi adalah kekerasan !sik. Kasus KTI, selain meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun
juga mengalami kekerasan yang semakin sadis terhadap perempuan dan tak jarang berakhir dengan
kematian perempuan (femisida). Lihat Alimatul Qibtiyah dkk, KAJIAN 21 TAHUN, CATATAN
TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN, TAHUN 2001 — TAHUN 2021, Komisi Nasional
Perempuan Indonesia, Jakarta, hal.54.

SAgung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan:
Perspektif Pekerjaan Sosial”, dalam KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat islam Vol.
10 No. 1, Juni 2019 , hal 4.
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Development Goals (SDGs) menetapkan kesetaraan gender dan pemberdayaan
wanita sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dirasa penting karena
lebih dari setengah populasi manusia di dunia ini adalah wanita sehingga mereka
akan turut memiliki pengaruh besar terhadap masa depan dunia. Keikutsertaan
wanita dalam berbagai sektor industri akan menguatkan perekonomian, wanita juga
berperan dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi fenomena ini, Indonesia
dengan mengesahkan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(PKDRT) pada tahun 2004.7 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan
hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran negara dalam
mewujudkan perlindungan kepada warga negaranya. adalah wujud tanggung
jawab konstitusional

Fungsi pengadilan sebagai wujud tanggung jawab dimaksud untuk
memastikan hak-hak warga negara yang dilanggar, seperti dalam putusan
No.2055/PID.B/2024/PN MDN, yang mana terdakwa bahwa berdasarkan uraian-
uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diuraikan
dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga.

7 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang PKDRT
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Menurut Peri Umar Farou bahwa konstitusi Indonesia pada pasal 28
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI
Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan®

Peneltiti merasa tertarik untuk mengetahui implementasi Undang-undang
KDRT tersebut dan mewujudkannya dengan judul proposal skrispsi, : “Tinjauan
Terhadap Penerapan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga (Studi Putusan No.2055/PID.B/2024/PN MDN)

1.2 Permasalahan

Titik tolak penelitian jenis apa pun tidak lain bersumber pada masalah.
Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan. Sewaktu akan mulai

penelitian, permasalahan harus sudah dipikirkan dan harus dirumuskan secara jelas,

8Peri Umar Farou, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal
Empowerment Program, Justice for the Poor Project - The World Bank.tt,tp,tt,hal.2.
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sederhana, dan tuntas. Hal itu karena, seluruh unsur penelitian lainnya akan
berpangkal pada perumusan masalah tersebut.

Penelitian hukum yang pada dasarnya jenisnya adalah penelitian kualitatif
tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi
seseorang terhadap adanya masalah. Demikian pula dalam alam ini tidak ada
masalah hanyalah manusia itu sendiri yang mempersepsikan adanya masalah itu
Adapun yang menjadi permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Apayang menjadi faktor terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan sanski kepada terdakawa

dalam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah berdasarkan permsalahan yang telah dirumuskan,
yaitu :
1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya Kekerasan dalam
Rumah Tangga.
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanski kepada

terdakawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian (signifikansi penelitian) adalah untuk
mendeskripsikan manfaat dilakukannya studi tertentu yang diarahkan pada manfaat

praktis, seperti halnya berfaedah bagi negara, masyarakat, atau pembangunan
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(untuk penentu kebijakan) atau manfaat akademis (untuk pengembangan ilmu
pengetahuan bidang hukum tertentu).®
Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) :
a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian untuk menambah khazanah ilmu
pengetahuan hukum khususnya dalam hal yang berkaitan penerapan E-
Court.
b) Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk sebagai bahan dalam

pengambil kebijakan dalam hal penerapan E-Court.

“Nelvitia Purba dkk, Metodelogi Penelitian Hukum, Pustaka Media Publishing, Medan,
2024 , hal.201.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Undang-undang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (PKDRT)

a. Latar belakang lahirnya PKDRT

UU PKDRT lahir didasari beberapa alasan , yaitu:'®

1.

Keterbatasan KUHP:

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dianggap belum cukup
untuk melindungi korban KDRT, terutama dalam kasus kekerasan psikis
dan seksual, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai
KDRT sebagai masalah privat.

Perlindungan Korban:

UU PKDRT memberikan perlindungan khusus bagi korban KDRT, yang
meliputi tindakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap
pelaku.

Harmonisasi Keluarga:

10 http://repository.uki.ac.id/11651/2/BABLpdf, diunduh terakhir tanggal 2 juni 2025.
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Tujuan UU ini juga mencakup pemeliharaan keutuhan rumah tangga yang
harmonis dan sejahtera, yang berarti upaya pencegahan dan penanganan
KDRT juga ditujukan untuk menciptakan keluarga yang lebih baik.

4. Data KDRT"

Data menunjukkan tingginya angka KDRT dan beragamnya bentuk
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang mendorong perlunya
aturan yang lebih spesifik dan komprehensif.

5. Kesetaraan Gender:

UU ini juga merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan kesetaraan
gender dan keadilan bagi perempuan dalam rumah tangga, mengingat
perempuan sering menjadi korban utama dalam kasus KDRT.

6. Dengan demikian, UU PKDRT hadir sebagai upaya komprehensif untuk
mengatasi masalah KDRT yang kompleks dan merugikan berbagai pihak,
terutama perempuan, serta untuk mewujudkan keluarga yang lebih
harmonis dan sejahtera.

b. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang

diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

! Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catatan Tahunan 2020 Komnas
Perempuan Lembar Fakta dan Poin Kunci, https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/catahu-
2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021, diakses pada Hari Senin,
Tanggal 4 juni 2025
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menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan
dalam rumah tangga.
c. Pengertian KDRT

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga secara ringkas,
adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman
pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau
sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan
atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang
dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap
Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau
psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan
secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan
pribadi (keluarga). Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap
perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas
perempuan dan peran reproduksi mereka.

Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, beliau mengatakan
bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu
tindakan nyatamaupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau
kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan

sebagai kejahatan bilamanaketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau
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belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual.
Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya.
Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang
mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap
isterinya

Menurut Handayani, kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik
maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah
satu pihak yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun
psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak penindasan terhadap salah
satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak berupa fisik atau psikis
seseorang.

Sementara menurut Nurhadi dan Syahrir memandang bahwa kekerasan
adalah suatu perilaku pemaksaan yang mempunyai unsur persuasif maupun fisik
adanya suatu pelecehan. Namun Johan Galburg memandang bahwa kekerasan
adalah suatu penyalahgunaan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk
tujuan lain atau dimonopoli untuk sekelompok orang
d. Korban

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

e. Lingkup Rumah Tangga
Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-undang ini adalah suami, isteri, dan

anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana
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dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang
yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ dipandang sebagai
anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang
bersangkutan
f . Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa
aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.
g. Perlindungan Sementara

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh
kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
h. Perintah Perlindungan

Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

untuk memberikan perlindungan kepada korban.'?

12 https://kbbi.web.id > perlindungan
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Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan

hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan

bahwa:

1.

Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes dari
segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-
undang Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah
perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman
kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga.

KUHP pasal 356 menjadi dasar hukum tindak kekerasan yang dilakukan

suami terhadap isteri dan merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Pasal

ini secara garis besar menyatakan “Barang siapa yang melakukan penganiayaan

terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana.”
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2.2 Tujuan dibentuk UU PKDRT

2.3 Kentuan Pidana dalam KDRT dan KUHP

Tujuan dari adanya UU PKDRT, meliputi : '3 :

. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;

memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

14

No

Isi Pasal

UU No.23/2004

KUHP

Melakukan
kekerasan fisik
dalam lingkup

rumah tangga

Pasal 44 ayat (1)
Pidana penjara
paling lama 5
(lima) tahun. Ayat
(2) Pidana Penjara
paling lama 10
(sepuluh) tahun.
Ayat (3) Pidana
penjara paling
lama 15 (lima

belas) tahun. Ayat

Pasal 351 ayat (1) Pidana
penjara paling lama 2 (dua)
tahun 8 (delapan) bulan.
Ayat (2) Pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun.

Ayat (3) Pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 356 ke-1 Pidana

penjara ditambah 1/3

13 Pasal 4 UUPKRT
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(4) Pidana Penjara
paling lama 4

(empat) bulan

Melakukan
penelantaran

rumah tangga

Pasal 49, Pidana
penjara paling

lama 3 (tiga) tahun

Pasal 304, Pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun 8
(delapan bulan. Pasal 305,
Pidana penjara 5 (lima)

tahun 6 (enam) bulan

Melakukan

kekerasan seksual

Pasal 304, Pidana
penjara paling
lama 2 (dua) tahun
8 (delapan bulan.
Pasal 305, Pidana
penjara 5 (lima)
tahun 6 (enam)
bulan. 3.
Melakukan
kekerasan seksual

Pasal 46, Pidana

Pasal 294, Pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun. .
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penjara paling
lama 12 (dua
belas) tahun. Pasal
47, Pidana penjara
paling lama 15
(lima belas) tahun.
Pasal 48, Pidana
penjara paling
singkat 5 (lima)
tahun paling lama
20 (dua puluh)

tahun

2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana dan Undang-undang PKDRT

Pembagian delik dibagi menjadi dua yaitu kejahtan dan pelanggaran.
Menurut Sudarto'* untuk kedua jenis delik ada dua pendapat tentang kriteria untuk
membedakan kedua jenis tersebut yaitu:

A. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang

bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini didapati 2 (dua) jenis delik:

“Roni Wijayanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2016,
hlm.3. lihat juga Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
hal.7




image28.jpeg
17

1. rechtsdelicten; ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas
apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau
tidak, jadi yang benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan
dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam
ini disebut kejahatan (Mala per se);

2. wedsdelicten, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu
tindak pidana, karena undang undang menyebutnya sebagai delik, jadi
karena ada undang undang mengancamnya dengan pidana misalnya:
memparkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-delik
semacam ini disebut pelanggaran. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat
diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena
tercantum dalam undang undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera
dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada
pelanggaran yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.
Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan, maka dicari
ukuran lain.

B. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang
bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang
dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan.

Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik

dengan perumusan secara materiil), dapat diidentifikasikan sebegai berikut:




image29.jpeg
a)

b)
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Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada
perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya
perbuatan seperti tercantum di dalam umusan delik. Misalnya: dalam KUHP
Pasal 160 (penghasutan); Pasal 156 (dimuka umum menyatakan perasaan
kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan
rakyat Indonesia); Pasal 209 dan Pasal 210 (penyuapan); Pasal 242 (sumpah
palsu); Pasal 263 (pemalsuan surat); Pasal 362 (pencurian).

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada
akibat yang dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat
yang tidak dikehendaki itu telah terjadi kalau belum, maka paling banyak
hanya ada percobaan. Misalnya: dalam KUHP Pasal 187 (pembakaran);
Pasal 378 (penipuan); Pasal 338 (pembunuhan). Batas antara delik formil
dan delik materiil tidak tajam, misalnya: Pasal 362 KUHP (pencurian).
Mendasari dari pendapat Sudarto di atas dan jika dihubungkan dengan
tindak pidana KDRT yang diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dapat diidentifikasi tentang jenis
deliknya. Walaupun di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak
secara tegas menjelaskan kualifikasi delik tindak pidana KDRT. Kalau delik
tersebut  diidentifikasi dengan sifatnya yang dengan kualitatif
(rechtsdelicten atau wedsdelicten), maka tindak pidana KDRT yang termuat
dalam pasal-pasal tentang ketentuan pidana dapat dikualifikasikan sebagai

rechtsdelict yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas
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apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang undang atau
tidak. Sehingga lebih dekat kepada delik-delik kejahatan (mala per se).
Kalau delik tersebut diidentifikasi jenis delik maka tindak pidana KDRT
yang termuat dalam pasal pasal tentang ketentuan pidana dapat
dikategorikan dalam delik formil yaitu delik yang perumusannya
dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai
dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam perumusan.
Menurut Moeljatno 'Sperbuatan pidana dibagi atas dua jenis yang
didasarkan atas perbedaan prinsipil. Bahwa kejahatan adalah rechtsdelicten
yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang
undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran
adalah wedsdelicten yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan
hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wed yang menentukan
demikian. Sebaliknya bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu
didasarkan atas berat atau ringannya pidana saja. Sebagai bukti lagi bahwa
garis antara rechtsdelicten dan wedsdelicten itu sangat sukar
menentukannya, adalah keharusan bagi tiap-tiap pembentukan undang-
undang untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana yang tertentu

dimasukkan dalam kejahatan atau pelanggaran. Kalau penentuan ini tidak

15 Tbid, hal. 7
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ada maka perbuatan tidak dapat diadili.'® Selain dari pada sifat umum bahwa

ancaman pidana dari kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran

maka dapat dikatakan bahwa

1.

2.

pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;

jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan
atau kealpaan) yang diperlukan disitu harus dibuktikan oleh jaksa,
sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah.
Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan
yang dolus dan culpa;

Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana
(Pasal 54 KUHP). Juga perbuantan pada pelanggaran tidak dipidana
(Pasal 60 KUHP);

Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak
menjalankan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada
kejahatan tersebut masing-masing adalah 1 tahun dan 2 tahun;
dalam hal berbarengan (concursus) para pemidanaan berbeda buat
pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih

mudah dari pada pidana berat (Pasal 65, 66-70 KUHP).

Merujuk pada pendapat D. Simons,'” bahwa unsur-unsur tindak pidana

(strafbaar feit) adalah :

16 Ibid, hal.8
7 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana , Jakarta:, 2014), hal. 35




image32.jpeg
21

1. perbuatan manusia (Positief atau negatief; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);
2. diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
3. melawan hukum (onrechtmatig);
4. dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon)
Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif, yaitu bahwa
yang disebut sebagai unsur obyektif ialah: '3
1. perbuatan orang;
2. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam
Pasal 281 KUHP sifat Openbaar atau di muka umum.
Sedangkan unsur subyektif ialah:
1. orang yang mampu bertanggung jawab;
2. adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan

atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

8 P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2013, hal. 193.
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Berdasarkan pendapat para sarjana diatas maka Unsur-unsur Tindak Pidana
dalam Undang-undang PKDRT adalah :
1. Perbuatan:

Adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, baik secara
aktif (misalnya, melakukan kekerasan fisik) atau secara pasif (misalnya,
menelantarkan keluarga.

2. Melawan Hukum:

Perbuatan tersebut harus melanggar ketentuan yang diatur dalam UU
PKDRT, yang berarti tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Kesalahan:

Pelaku harus memiliki kesalahan (mens rea), baik sengaja maupun lalai,
dalam melakukan perbuatan tersebut.
4. Akibat:

Perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat hukum seperti luka, sakit,
penderitaan, atau kerugian bagi korban.

5. Ancaman Pidana:
UU PKDRT memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam

rumah tangga, termasuk pidana penjara dan denda

2.5 Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, jenis-jenis KDRT meliputi:'®

19 Lihat pasal 6,6, 8 dan 9 UUPKDRT
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a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu Setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit, atau luka berat/ringan pada tubuh korban., Contoh tindakan:, memukul,
menendang, menampar, mencekik, menyiram dengan air panas dan Menyakiti
dengan benda tajam atau keras

Tujuannya bisa untuk menyakiti, menghukum, atau menakut-
nakutiMeliputi pemukulan, penendangan, penyiksaan, atau tindakan lain yang
menyebabkan rasa sakit atau luka. Sanksi hukumya, kekerasan yang mengakibatkan
Luka berat dipidanan penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp30 juta.
Sementara untuk yang berakibat Luka ringan, pidana penjara maksimal 5 tahun
dan/atau denda Rp15 juta.

Pada dasarnya, pola kekerasan yang terjadi pada masing-masing provinsi
hampir sama, di mana kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling
banyak dialami oleh perempuan. Namun, pada provinsi DI Yogyakarta, Aceh, Bali,
Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Riau, justru jenis kekerasan psikis yang
paling banyak dialami oleh perempuan. Korban kekerasan sebagian besar
mengalami 1 jenis kekerasan, namun masih ada korban yang mengalami kekerasan
ganda, bahkan 3 jenis kekerasan sekaligus. Sebanyak 73% korban kekerasan
mengalami 1 jenis kekerasan, sementara 21% mengalami dua jenis kekerasan dan

5% lainnya mengalami 3 jenis kekerasan, bahkan 1% korban mengalami lebih dari
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3 jenis kekerasan. Pada tahun 2020, 2°pelaku kekerasan terhadap perempuan
dicatatkan mencapai 7.530 orang dan lebih dari separuhnya merupakan suami dari
korban yaitu 4.564 orang. Sementara itu, 772 orang adalah berstatus sebagai
pacar/teman korban. Pelaku kekerasan terhadap perempuan kebanyakan adalah
lingkungan terdekatnya sendiri, yaitu suaminya. Posisi korban yang kebanyakan
adalah ibu rumah tangga semakin memperkuat kuasa suami .%!
b. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis adalah Perbuatan yang menyebabkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis
berat lainnya. Kekerasan Psikis meliputi hinaan, ancaman, teror, atau tindakan lain
yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan secara
psikologis. Ancaman pidana jenis kekerasan ini adalah penjara maksimal 3 tahun
dan/atau denda Rp. 9 juta.

Pada dasarnya, pola kekerasan yang terjadi pada masing-masing provinsi
hampir sama, di mana kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling

banyak dialami oleh perempuan.’> Namun, pada provinsi DI Yogyakarta, Aceh,

2°Eti Karini, Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Kepastian
Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No.01, Juni 2023, hal.83.

*'Davina, Widianto. 2025. Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Putusan No 31/Pid.Sus/2021 PN Mna). Vol. 7 Nomor 1 Februari 2025.
Halaman 445-456. Doi: https:/doi.org/10.25105/refor.v7i1.22133

22 Christianti, R., & Ratnawati Gultom, E. 2023. Penyimpangan Proses Hukum Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kategori Delik Biasa. UNES Law Review, 5(3),
1389-1399. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.457
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Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Riau, justru jenis kekerasan psikis
yang paling banyak dialami oleh perempuan. Korban kekerasan sebagian besar
mengalami 1 jenis kekerasan, namun masih ada korban yang mengalami kekerasan
ganda, bahkan 3 jenis kekerasan sekaligus. Sebanyak 73% korban kekerasan
mengalami 1 jenis kekerasan, sementara 21% mengalami dua jenis kekerasan dan
5% lainnya mengalami 3 jenis kekerasan, bahkan 1% korban mengalami lebih dari
3 jenis kekerasan. Pada tahun 2020, pelaku kekerasan terhadap perempuan
dicatatkan mencapai 7.530 orang dan lebih dari separuhnya merupakan suami dari
korban yaitu 4.564 orang. Sementara itu, 772 orang adalah berstatus sebagai
pacar/teman korban. Pelaku kekerasan terhadap perempuan kebanyakan adalah
lingkungan terdekatnya sendiri, yaitu suaminya. Posisi korban yang kebanyakan
adalah ibu rumah tangga semakin memperkuat kuasa suami dalam keluarga
sehingga ia merasa boleh untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya.
c. Kekerasan Seksual®
Kekerasan Seksual adalah Setiap perbuatan yang berupa:
e Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan (termasuk pemerkosaan

dalam pernikahan

2Davina, Widianto. 2025. Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Putusan No 31/Pid.Sus/2021 PN Mna). Vol. 7 Nomor 1 Februari 2025.
Halaman 445-456. Doi: https:/doi.org/10.25105/refor.v7i1.22133
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e Pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak disukai.
e Pemaksaan hubungan seksual dengan pihak ketiga untuk tujuan tertentu.

Adapun contoh tindakannya :

e Memaksa berhubungan intim tanpa persetujuan
e Mengancam untuk hubungan seksual
e Mengeksploitasi pasangan secara seksual
Termasuk juga marital rape (pemerkosaan dalam pernikahan), yang
diakui sebagai bentuk kekerasan dalam hukum ini. Penjara maksimal 12 tahun
dan/atau denda Rp36 juta
d. Penelantaran Rumah Tangga®*

Penelantaran Rumah Tangga adalah tidak memberikan kebutuhan dasar
(makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kepada anggota keluarga yang
menjadi tanggungannya. Sanksi terhadap jenis kekerasan ini adalah penjara
maksimal 3 tahun dan/atau denda Rp. 15 juta.

Contoh tindakan:

o Tidak memberi nafkah lahir dan/atau batin
e Membiarkan pasangan atau anak tanpa makanan, tempat tinggal, atau
pakaian

e Tidak memberikan perawatan saat sakit

**Khairullah, et al. "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang." Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol. 12, no. 1, 2017,
pp- 146-157.
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Jenis kekerasan ini walaupun tidak berupa kekerasan fisik, dampaknya sama

beratnya terhadap kesejahteraan korban.

2.6 Hak Korban yang mengalami KDRT

Adapun hak korban yang mengalami KDRT meliputi :

Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

5. Pelayanan bimbingan rohani.

Secara konseptual hak-hak korban secara dapat dirinci sebagai berikut :
a) Hak Perlindungan:

Perlindungan dari ancaman kekerasan lanjutan: Korban berhak
mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum (kepolisian),
advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang berwenang. Ini bisa berupa
pengamanan pribadi, perintah perlindungan (restraining order), atau

penempatan di rumah aman (shelter).
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Perlindungan saksi: Jika korban juga menjadi saksi dalam kasus KDRT,

mereka berhak mendapatkan perlindungan sebagai saksi.

b) Hak Pelayanan Kesehatan:

Pelayanan kesehatan segera: Korban berhak mendapatkan pertolongan
pertama, pemeriksaan medis, dan pengobatan yang diperlukan akibat
kekerasan yang dialaminya. Ini termasuk visum et repertum sebagai alat
bukti hukum.

Pelayanan psikologis/psikiatris: Korban berhak mendapatkan konseling,
terapi, atau dukungan psikologis lainnya untuk mengatasi trauma dan

dampak emosional dari KDRT.

c). Hak Pelayanan Hukum:

Pendampingan hukum: Korban berhak didampingi oleh penasihat hukum
(pengacara) selama proses hukum, mulai dari pelaporan hingga
persidangan.

Bantuan hukum gratis: Bagi korban yang tidak mampu secara finansial,
mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Informasi mengenai proses hukum: Korban berhak mendapatkan
informasi yang jelas dan transparan mengenai tahapan-tahapan proses

hukum yang sedang berjalan.

d). Hak Pemulihan:
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o Pemulihan fisik dan psikis: Selain pelayanan kesehatan, korban berhak
mendapatkan upaya pemulihan menyeluruh, termasuk rehabilitasi untuk
membantu mereka kembali berdaya.

e Pemulihan sosial: Korban berhak mendapatkan dukungan untuk
reintegrasi sosial dan pemulihan kualitas hidup.

e) Hak Mendapatkan Pelayanan dari Lembaga Perlindungan Terpadu:

e Korban berhak mendapatkan pelayanan terpadu dari unit-unit layanan yang
dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, seperti P2TP2A (Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) atau lembaga
serupa. Pelayanan ini mencakup pendampingan, konseling, rumah aman,
dan advokasi.

f) Hak Kerahasiaan Identitas:

e Identitas korban KDRT harus dilindungi dan dirahasiakan oleh pihak-pihak
yang terlibat dalam penanganan kasus, terutama media, untuk menghindari

stigmatisasi dan trauma lebih lanjut.

f) Hak Kompensasi dan Restitusi (Jika Berlaku):
Dalam beberapa kasus, korban berhak mendapatkan kompensasi atau
restitusi (ganti rugi) dari pelaku atas kerugian yang diderita akibat KDRT. Khusus

untuk korban perempuan dasar hukum adanya pendampingan adalah :**

% Fransiska Novita Eleanora, dkk, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan,
Madza Media, Bojonegoro, 2021, hal. 233.
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Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan
“Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan
bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.”

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan “Kepolisian wajib
memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk
mendapatkan pelayanan dan pendampingan.”

Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan “Saksi dan korban

berhak mendapat pendampingan.”
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua, yaitu
penelitian hukum normatif dan penelian hukum empiris.”® Penelitian hukum
normatif disebut juga hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.?’Penelitian hukum
normatif, meliputi penelitian terhadap?®:

a) Asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah
hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini
meliputi:

1. Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas-asas
hukum umum dan asas-asas hukum khusus)

2. Asas hukum konstitutif.

#Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op.Cit, hal. 13-14.

ZIbid

*Soerjono Soekanto, 2008, Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, Jakarta :
Raja Grafindo Persada, hal. 17, lihat juga Yeltriana dan Ismed Batubara, Penelitian Hukum : Teori
dan Konsep,

31
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b) Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah
pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan.

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan
mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan
tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan
tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.

d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang
menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai
sistem hukum.

e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi
terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat
dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan yang
penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pertahapan
perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Ronald Dworkin mengatakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu
penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam perundang-
undangan (law as it written in the book) , maupun hukum yang diputuskan oleh

hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial
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process)”.29 Pendapat ini hampir dengan para hali hukum lainnya seperti Soerjono
Doekanto dan Peter Mahmud Marzuki.
Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap™’:

1. Asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah
hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini
meliputi:

a) Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi
asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus)
b) Asas hukum konstitutif.

2. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan
menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan.

3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini
bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu
perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal,
apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk

bidang yang sama.

*Ronald Dworkin, Metode Penelitian, http://repository.usu.ac.id/bitstream /123456789/408
/123456789/40856/4/ Chapter%201.pdf diakses tgl. 26 Mei 2025.

>*Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1988,
hal .83 .
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4. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang
menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada
berbagai sistem hukum.

5. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan
identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan
hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah
perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk
mencoba menyusun pertahapan perkembangan hukum atau
perkembangan perundang-undangan.

Adapun penelitian yuridis empiris adalah Penelitian yuridis empiris adalah
metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam praktiknya di masyarakat,
yaitu bagaimana hukum diterapkan dan berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Penelitian yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara konkrit (law in

action) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.’'

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif maka
pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (studi putusan). Penelitian

hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus

3! Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti,
2004, hal..134
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menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu
hukum, yang berarti yang dikaji dari sudut pandang putusan pengadilan melalui

tahapan dan proses.

3.3 Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif
analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam
masyarakat.? Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu dengan
memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara

sistematis.*>

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan
dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam
penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar
permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini data yang
bersifat sekunder setelah dikumpulkan dilakukan studi kepustakaan. Studi

kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature

32Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta , 2005, hal. 4

HPeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenda Media Group Surabaya:,2005, hal.
32
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research) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder

maupun tersier.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer
dan sekunder, yaitu :
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang di dapat langsung dari sumber pertama yang
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan
wawancara tersruktur baik dengan para pihak. *
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan
terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, yaitu :
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang
mencakup peraturan perundang-undang, yaitu :
a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

** Aminuddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada,
2003, hal. 29-30.
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d) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan
hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari
suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah
kepada penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah dan karya
ilmiah lainnya.
Bahan hukum tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder,’ seperti menggunakan Kamus
umum Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Website, dan hal-hal yang

terkait.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum

memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat
ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian nya, sebab data itu masih merupakan data
mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengelolanya. Proses yang

dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk

35 ibid
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menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
Setelah data dikumpulkan dilakukan studi kepustakaan selanjutnya data tersebut
dianalisis dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan permasalahan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah

Tangga

Kata Violence yang diterjemahan sebagai kekerasan adalah istilah yang
mencakup dua kata, yakni vis yang artinya (kekuatan, daya) dan larus artinya
(membawa), yang selanjutnya diterjemahkan sebagai membawa kekuatan.
Kekerasan tidak bisa didefinisikan dalam arti yang hanya meliputi kekerasan fisik.
Kekerasan yaitu tindakan yang bisa mengakibatkan mati atau cideranya orang lain
maupun mengakibatkan kerusakan barang ataupun fisik orang lain® Kekerasan
bisa berarti jenis aktivitas yang sifatnya fisik yang menyebabkan penyakit, luka,
penderitaan ataupun ketidakmampuan bagi orang lain dengan komponen
keengganan atau kekurangan ataupun paksaan persetujuan dari pihak yang
dirugikan.’’

Kriminolog menjelaskan bahwa kekerasan itu mengarah pada pelanggaran

hukum yang melukai diri sendiri. Kekerasan adalah kejahatan. Menurut

% Mulida H Tency dan Ibnu Elmi, “Kekerasan Seksual dan Perceraian”, Malang:
Intimedia, 2009, hal. 21

3 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual ", Bandung: Refika Aditama, 2016, hal. 83

39
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pemahaman ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat
dikombinasikan dengan hukum pidana, Dalam hukum pidana, semua kekerasan
adalah ukuran yang menggunakan tenaga badan yang kuat. Energi dalam tubuh
adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dicapai melalui pelaksanaan
penyerangan dengan tangan atau senjata. mengikat, menyekap ataupun lainnya.’®

KDRT atau domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang
terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi
personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban,
misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak,
paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul
dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-
kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT
juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang
memiliki hubungan darah.*

Berdasarkan data Komnas Perempuan, angka pelaporan kasus kekerasan
terhadap wanita di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak
tahun 2010. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu
sebesar 35%. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 9% dari tahun 2014.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) yang diterbitkan oleh Komnas

#HAK MochammdAnwar (Dading), HukumPldanaBagian Khusus KUHP Buku 11", Jilid
I, Alumni, Bandung, 1986, hal. 25

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2020. Komnas Perempuan, Jakarta
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Perempuan, terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun
2015. Bahkan pada tahun 2019 grafik terjadinya KDRT meningkat sebanyak
431.471 kasus.*’

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan wanita sebagai korban merupakan
suatu kejahatan yang melanggar prinsip kesetaraan gender. Sustainable
Development Goals (SDGs) menetapkan kesetaraan gender dan pemberdayaan
wanita sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dirasa penting karena
lebih dari setengah populasi manusia di dunia ini adalah wanita sehingga mereka
akan turut memiliki pengaruh besar terhadap masa depan dunia. Keikutsertaan
wanita dalam berbagai sektor industri akan menguatkan perekonomian, wanita juga
berperan dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa.*!

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di atas dapat
disimpulkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan, yaitu
pembatasan aktivitas, disusul oleh kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan
emosional/psikis, lalu kekerasan fisik dan terakhir kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun
2016 terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual

terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu:

“Edwin Manumpahi dkk, Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi

Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, e-journal “Acta Dirna
“Vol.V No.l Tahun 2016, hal.6.

“'Peri Umar Farou, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal
Empowerment Program, Justice for the Poor Project - The World Bank.tt,tp,tt,hal.2.
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Faktor individu perempuan,

Bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama,
adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri,
kontrak,dan lainnya berpotensil 2 kali lebih besar mengalami kekerasan
fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi
diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya
bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali
lebih tinggi mengalami kekerasan fisikdan/atau seksual, dibandingkan yang
jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering
menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak
pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

Faktor pasangan,

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih
besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan
yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan
perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar
dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping tu,ada pula perempuan
yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami
kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya

bekerja/tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras,
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perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya
tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki
suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar
mengalami kekerasan fisik.

Faktor ekonomi,

erempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan
yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan
yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki
risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh
pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan
aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan
dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan
oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu
bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini
berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Faktor Sosial budaya,

Rasa khawatir akan bahaya kejahatan seperti timbulnya yang mengancam.
Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali
lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan,

dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal
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di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami
kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang
tinggal di daerah perdesaan.

Berdasarkan sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu
dipahami bahwa pentingnya kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam
menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan
oleh laki-laki dan perempuan di mana peranan ini menentukan berbagai
pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan
keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan
di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya
komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi lakilaki maupun
perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi
keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan
mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang
berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “ Atasan dengan Bawahan” atau
“Majikan dan Buruh”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang
“demokratis”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang
utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling

melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama

bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan di hadapan Tuhan Yang Maha
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Esa. Dalam konsep Islam tujuan perkawinan itu adalah mewujudkan kelaurga
sakinah , mawaddah wa rahmah (Samawa).

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum
ketika terjadi kekerasan, antara lain:*?
1. Rasa Takut:

Adanya kemungkinan pembalasan dari pelaku membuat korban khawatier akan

pelaku yang akan melakukan kekerasan lebih lanjut atau bahkan mengancam

keselamatan mereka jika dilaporkan.

2. Ketidakpastian perlindungan:
Korban mungkin merasa tidak yakin akan perlindungan yang akan diberikan
oleh pihak berwenang atau lembaga terkait.

3. Rasa Malu dan Stigma:
KDRT sering dianggap sebagai aib keluarga, dan korban mungkin merasa malu
untuk mengungkapkannya kepada orang lain.

4. Stigma sosial:
Masyarakat mungkin memberikan stigma negatif pada korban atau bahkan
menyalahkan mereka atas kekerasan yang dialami.

5. Ketergantungan Ekonomi:
Korban mungkin takut kehilangan sumber pendapatan jika meninggalkan

pelaku, terutama jika pelaku adalah pencari nafkah utama.

424

https://www.google com/search?q=Keenganan++Korban+KDRT+dalam+melaporkan-+t
indakan-+kekerasan&sc, diunduh terakhir tanggal 2 Juni 2025.
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6. Tidak memiliki kemandirian finansial:

Banyak korban KDRT tidak memiliki kemandirian finansial dan bergantung
sepenuhnya pada pelaku, sehingga sulit untuk melepaskan diri dari situasi
kekerasan.

7. Kurangnya Pemahaman Hukum:
Korban mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau bagaimana cara

melaporkan KDRT.

8. Tidak tahu proses hukum:
Korban mungkin merasa bingung dan tidak yakin tentang proses hukum yang
harus dilalui setelah melaporkan KDRT.

9. Trauma Psikologis:
KDRT dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada korban,

termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

10. Sulit memproses kejadian
Trauma dapat membuat korban sulit untuk memproses kejadian yang dialami
dan mengambil tindakan yang diperlukan.
11. Faktor Lain:
Korban mungkin masih memiliki harapan bahwa pelaku akan

berubah dan kekerasan akan berhenti.
12. Tekanan keluarga:

Korban mungkin merasa tertekan oleh keluarga untuk tidak melaporkan

kejadian tersebut atau untuk tetap bersama pelaku.
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13. Minimnya dukungan:
Korban mungkin merasa tidak memiliki dukungan dari lingkungan sekitar, baik
dari keluarga maupun masyarakat.

Sementara laporan Criminalin Juries Helpline tahun 2025 sebuah LSM
Peduli Perempuan dari Inggeris menyatakan ada beberapa faktor yang
mempengaruhi keengganan korban KDRT untuk melapor® :

1. Takut akan pembalasan:

Salah satu alasan paling signifikan mengapa korban enggan melapor adalah
ketakutan akan kekerasan lebih lanjut atau pembalasan dari pelaku. Ketakutan
ini dapat melumpuhkan, terutama dalam situasi di mana pelaku telah
menunjukkan kemampuan atau keinginan untuk melakukan kekerasan.

2. Malu dan Menyalahkan Diri Sendiri:

Korban seringkali berjuang melawan perasaan malu atau bersalah, karena salah
percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas pelecehan tersebut. Konflik
internal ini dapat menyebabkan mereka menderita dalam diam, alih-alih
mencari pertolongan.

3. Ketidakpercayaan terhadap Pihak Berwenang:

Kurangnya rasa percaya diri_terhadap respons penegak hukum atau layanan

sosial dapat membuat korban enggan melapor. Kekhawatiran tidak dianggap

“hitps://criminalinjurieshelpline.co.uk/blog/unreported-domestic-abuse-,diunduh terakhir
tanggal 2 Juni 2025.
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serius atau ketakutan situasi mereka akan semakin buruk menjadi alasan
keengganan ini.
4. Ketergantungan Ekonomi:
Dalam kasus di mana pelaku kekerasan mengendalikan sumber daya keuangan,
korban mungkin merasa terjebak. Tanpa kemandirian finansial, melarikan diri
dari situasi kekerasan bisa jadi tampak mustahil.
5. Peran Faktor Masyarakat
Stigma sosial seputar kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekuatan yang
kuat yang dapat membungkam korban. Kekhawatiran akan dihakimi atau
dikucilkan oleh komunitas dapat menjadi penghalang yang signifikan untuk
melaporkan kasus.
6. Isolasi oleh Pelaku Kekerasan:
Pelaku kekerasan sering kali mengisolasi korbannya dari teman, keluarga, dan
jaringan pendukung. Isolasi ini dapat memperdalam rasa tidak berdaya dan
ketergantungan korban, sehingga semakin sulit untuk mencari bantuan.
Adapun menurut Thromi timbulnya tindakan KDRT di antaranya adalah:*
A. Komunikasi
Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan
keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya komunikasi akan tercipta

hubungan yang lebih terbuka di antara anggota keluarga dalam menyampaikan

“Thromi, T.O,.Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999,
hal. 519-527.
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keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga.
Bilamana komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik maka dapat dipastikan akan
memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan
dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban.

B. Penyelewengan

Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang
dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian
ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Seperti seorang suami mempunyai wanita selingkuhan, disaat sedang berkencan
tiba-tiba kepergok sang istri. Saat berada di rumah sang istri menanyakan kebenaran
hal tersebut, tetapi sang suami tidak terima dan pada akhirnya terjadi pertengkaran
yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami kepada istri.
Pada bebberapa kasus seperti ini yang menjadi tersangka adalah sangsuami dan
yang menjadi korban adalah sang istri ataupun sang anak yang menjadipelampiasan
dari penyelewengan ini.

C. Citra diri rendah yang rendah dan frustasi

Faktor ini biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan
masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus
menekan sang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan keadaan yang seperti ini kemudian

menyebabkan tingkat frustasi semakin besar pada sang suami yang kemudian
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membuat tingkat emosinya meledak. Maka pada akhirnya akan memicu munculnya
tindakan KDRT akibat rasa frustasi.

D. Perubahan status social

Faktor penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada keluarga
masyarakat perkotaan dengan tingkat kehidupan ekonomi menengah ke atas.
Adalah masalah gaya hidup dengan gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut.
Masalah akan muncul jika terjadi berkurangnya sumber pendapatan, berakhirnya
masa jabatan, dengan munculnya kasus seperti itu kemudian membuat masing-
masing anggota keluarga merasa malu dengan orang sekitar dan kemudian
memberikan tekanan yang berlebihan kepada pihak yang berperan sebagai mencari
nafkah, biasanya sang ayah. Akibatnya akan memicu munculnya potensi KDRT
dalam keluarga tersebut.

E. Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah

Budaya kekerasan dalam rumah-tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan
yang pernah dialami dari sejak lahir sudah berada pada lingkungan yang keras dan
terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur kekerasan maka
saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat
dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan sudah mendarah daging
sehingga suatu masalah tidak akan mantap apabila tidak diselingi dengan tindak

kekerasan.
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Sementara menurut Jaini Fatgehipon penyebab KDRT adalah: *3

1. Faktor eksternal

a. Perselingkuhan
Masalah perselingkuhan secara umum dapat dikatakan sebagai faktor yang
paling dominan dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang
akhirnya menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Perselingkuhan sering menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara istri
dan suami atau sebaliknya suami dan istri. Perubahan sikap berubah secara
drastis antara suami istri karena adanya orang ketiga dalam keluarga misalnya
istri memiliki Pria Idaman Lain (PIL) atau suami memiliki Wanita I[daman Lain
(WIL), sehingga terjadinya mis komunikasi antra suami/istri, istri yang tadinya
perhatian tiba-tiba menjadi cuek dan acuh terhadap kondisi rumah tangga
sehingga tejadinya pertengkaran dalam keluarga. Perselingkuhan yang
dilakukan oleh kedua pasangan baik istri atau suami, terdapat pola yang hampir
sama, dimulai dari salah satu pasangan berselingkuh kemudian melakukan
kekerasan fisik terhadap keluarga, memakimaki, membandingkan dan
meremehkan. Lalu, diikuti dengan penghentian nafkah, mengusir bahkan
mengajak pasangan selingkuhan untuk berkunjung ke rumah. Sehingga
berakibat menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga

seperti yang dialami oleh Pak Arif selaku korban KDRT yang dilakukan oleh

“Jaini Fatgehipon dkk, 2020, Kajian Kriminologi tentang Kekerasan dalam Rumah

Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami , Khairun Law Review, Vol. 1 Issue 1 November
ha.4.
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istrinya dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan penelantaran keluarga yang
disebabkan oleh faktor perselingkuhan karena istri mempunyai Pria Idaman
Lain (PIL). Pak arif mengetahui istrinya berselingkuh semenjak tahun 2018 dan
terungkap karena tertangkap tangan di bulan November 2019.
b. Lingkungan

Salah satu faktor eksternal penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
yang dilakukan istri terhadap suami yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan
juga hampir dominan dengan perselingkuhan yang menjadi sumber adanya
kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lingkungan terjadinya kekerasan yang
dilakukan istri diantaranya: kemiskinan dalam masyarakat, tekanan nilai
materialistis dalam lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat kerja
yang menarik energi negatif orang melakukan kekerasan. Lingkungan
merupakan tempat melangsungkan hidup bagi manusia yang sangat rentan
dengan pengaruhnya hal negatif dilingkungan itu sendiri. Lingkungan yang
baik dan sehat akan menumbuhkan manusia yang baik pula, tetapi lingkungan
yang tidak sehat, maka akan menimbulkan manusia yang jauh dari rasa
takutnya sehingga mereka dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan
yang merugikan diri sendiri, dan keluarga yang berakibat terjadinya kekerasan.
Budaya kekerasan yang dilestarikan dari lingkungan baik lingkungan keluarga
sebelumnya maupun lingkungan sekitar seperti tempat kerja atau teman-teman
bergaul. Pelaku kekerasan terhadap anak didominasi oleh ibu yang mengalami

temramen cepat emosi karena pekerjan yang menumpuk atau karena
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lingkungan sekitar yang mendidik anak-anaknya dengan cara kasar, berteriak,
memaki, menampar, memukul dan lain-lain. Sehingga terjadinya tindakan
kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor Internal (Perilaku) *°

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan
karena pelaku maupun korban yang pada umumnya mempunyai prilaku buruk,
antara lain seperti tempramen tinggi sehingga sering marah, kasar dalam
berbicara, sangat mudah tersinggung, pencemburu, penjudi, pecandu alkohol,
dan kurang taat kepada agama yang dianutnya sehingga sangat berpotensi
melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Faktor perilaku adalah
semua hal yang berhubungan dengan perilaku manusia. Perilaku merupakan
refleksi dari berbagi gejala kejiwaan seperti pengetahuan, pendidikan,
keinginan, minat dan sikap. Pengetahuan serta pendidikan meliputi pengertian,
jenis, sanksi, dan tanda gejala kekerasan dalam rumah tangga. Faktor perilaku
lain seperti genetik, umur, jenis kelamin, mental dan sikap merupaka faktor

internal yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

4.2. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanski kepada terdakawa

dalam Putusan No.2055/Pid.B/2024/PN MDN)

Putusan No.2055/Pid.B/2024/PN MDN secara ringkas memutuskan bahwa:

46 Tbid, hal.5.
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Bahwa menyatakan terdakwa xxxx terbukti secara dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam Lingkup Rumah

Tangga”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7
tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwah sejumlah Rp.5.000,-(lima
ribu rupiah).
Pertimbangan hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta

persidangan :

1.

Bahwa unsur dari pasal 44 ayat (1) UU N0.23 Tahun 2004 tentang PKDT

” dan unsur “melakukan

telah terpenuhi, yaitu unsur “barang siapa
kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Barang siapa berarti menunjuk
pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh
karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau
seseorang melakukan tindakan pidana. Menimbang bahwa untuk dapat
dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggung jawab.Menimbang
bahwa pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara
negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung

jawab dan apabila terdapat keraguan atas  kemampuan
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bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan
dibuktikan. Berdasarkan keterangan para saksi dan atas keterangan
terdakwa yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa
Penuntut ~ Umum yang dibacakan di muka persidangan, majelis
berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa
sebagai pelaku dalam tindak pidana ini di persidangan adalah terdakwa
XXXXX.

Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari
keterangan-keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta
dikuatkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa xxxx pada hari kamis
tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di jalan Karet
Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Berawal dart terdakwa
xxxx pernah mengatakan kepada saksi bahwa korban Herawati Br Ginting
untuk tidak berteman dengan Queeno, kemudian di jalan Karet Kel. Mangga
Kec. Medan Tuntungan Kota Medan.pada hari kamis tanggal 29 Agustus
2024 saksi korban Herawati Br Ginting dengan Saksi Mera Sakca Br.
Pinem pergi ke rumah Queeno dengan tujuan membuat akun di Media
Sosial Snake Video unruk berjualan tas online, kemudian saksi korban saksi
korban Herawati Br Ginting dengan Saksi Mera Sakca Br. Pinem bertemu
dengan Queeno yang pada saat itu sedang online, selanjutnya setelah

bertemu, Queeno memberhentikan Live nya, kemudian saksi korban
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Herawati Br Ginting dengan Saksi Mera Sakca Br. Pinem dan Queeno pergi
ke warung dimana di warung itu saksi korban Herawati Br Ginting dengan
Saksi Mera Sakca Br. Pinem dan Queeno makan dan minum sambil
membuat Snack Video, Karena kepergian saksi korban Herawati Br Ginting
dengan Saksi Mera Sakca Br. Pinem terlihat oleh terdakwa xxxx, yang mana
pada saat itu terdakwa xxxx sedang berheni di pinggir jalan , kemudian
terdakwa pulang ke rumah dan melihat ada pembeli melihat-liat tas di
rumah, selanjutnya terdakwa menyatakan kepada pembeli tersebut
keberadaan saksi korban Herawati Br Ginting yang mana terdakwa XxXxx
mendapatkan jawaban bahwa saksi korban saksi korban Herawati Br
Ginting pergi ke rumah Queeno, kemudian terdakwa xxxx pergi ke rumah
Queeno, untuk mendatangi saksi korban Herawati Br Ginting, kemudian
pada saat perjalanan terdakwa xxxx melihat saksi korban Herawati Br
Ginting dengan Saksi Mera Sakca Br. Pinem di jalan Karet Kel. Mangga
Kec. Medan Tuntungan Kota Medan., kemudian terdakwa xxxx datang
menghampiri saksi korban Herawati Br Ginting sambil marah-marah dan
sempat terjadi adu mulut antara saksi korban Herawati Br Ginting dan
terdakwa xxxx, kemudian terdakwa xxxx langsung menampar wajah saksi
korban Herawati Br Ginting sehingga mengenai mata sehingga mata saksi
korban Herawati Br Ginting kemerahan, kemudian saksi korban Herawati
Br Ginting menhubungi saksi 2 menceritaka kejadian tersebut, selanjutnya

saksi korban Herawati Br Ginting pergi ke kantor Polisi untuk membuat
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laporan  Polisi. bahwa Visum et Repertum Nomor 5
R.112/VER/UM/VII/RS Bhayangkara Tk.II Medan telah melakukan
pemeriksaan korban atas nama Herawati Br Ginting dengan kesimpulan
telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai luka memar pada pipi korban
dan diduga akibat benda tumpul. Menimbang bahwa oleh karena semua
unsur pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang PDKRT telah
terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif pertama.

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, majelis hakim tidak menemukan
pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang
menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar
dari tindakan maupun alasan pemaaf dan kesalahan sehingga terdakwa
menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala
tindakan yang dilakukannya.

Majelis hakim berdasarkan 8 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman 9 jo pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHAP,
majelis Hakim mepertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun
keadaan yang meringankan, yang ada pada diri terdakwa. Bagi Majelis
hakim keadaan yang memberatkan adalah :

e Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan memar kemerahan pada

bagian dalam mata kanan dengan panjang empat sentimeter lebar tiga
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sementer bagi korban, dijumpai memar kemerahan pada bawah mata
dengan panjang tiga sentimenter lebar tiga sentimeter.

e Adapun keadaan yang meringankan :

e Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi kembali. Terdakwa sopan dalam persidangan dan
terdakwa sudah meminta maaf di persidangan,

4.3 Analisis
Berdasarkan Isi Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT: “Setiap orang yang
melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.
Sebagaimana dalam surat putusan PN Medan bahwa Jaksa melakukan
dakwaan alternatif , artinya jaksa mengajukan beberapa kemungkinan pasal pidana
kepada hakim, namun jaksa meyakini bahwa hanya salah satu dari pasal-pasal
tersebut yang perlu dibuktikan. Ini berbeda dengan dakwaan kumulatif (berlapis) di
mana jaksa ingin membuktikan semua dakwaan. Strukturnya biasanya seperti ini:
e Dakwaan Pertama (Primair): (Pasal dengan ancaman hukuman paling
berat), atau
e Dakwaan Kedua (Subsidair): (Pasal dengan ancaman lebih ringan), atau
e Dakwaan Ketiga (Lebih Subsidair): (Pasal dengan ancaman paling ringan)
Hakim akan memeriksa bukti-bukti untuk dakwaan pertama. Jika tidak

terbukti, hakim akan pindah memeriksa dakwaan kedua, dan seterusnya. Hakim
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hanya akan menjatuhkan putusan berdasarkan satu pasal yang dianggap paling
tepat dan terbukti.

Alur berpikir jaksa bahwa tuntutan jaksa 8 Tahun sebagai petunjuk
utamanya. Jaksa Penuntut Umum tidak mungkin menuntut hukuman yang melebihi
ancaman maksimal dari pasal yang didakwakan. Bahwa Pasal 44 ayat (1) UU
PKDRT ancamannya hanya 5 tahun. Karena jaksa menuntut 8 tahun, maka sudah
pasti ada pasal lain dalam surat dakwaan alternatif tersebut yang ancaman
hukumannya 8 tahun atau lebih.

Berdasarkan analisis pasal yang paling cocok adalah: pasal 354 ayat (1)
KUHP tentang Penganiayaan Berat yang Direncanakan, dengan ancaman pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Maka jaksa membuat rekonstruksi skenario
yang paling mungkin terjadi: Alur proses hukum yang terjadi dalam kasus ini:

1. Surat Dakwaan Jaksa (Alternatif) Jaksa menyusun dakwaan sebagai berikut:
+ Primair: Terdakwa melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP
(Penganiayaan Berat Direncanakan). Ancaman: 8 tahun.
+  Subsidair: Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT
(KDRT menyebabkan luka berat). Ancaman: 10 tahun.
+ Lebih Subsidair: Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT
(KDRT fisik). Ancaman: 5 tahun.
2. Proses Persidangan Jaksa fokus membuktikan dakwaan Primair (Pasal 354

KUHP) atau Subsidair (Pasal 44 ayat 2 UU PKDRT).
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3. Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Setelah pemeriksaan bukti selesai, jaksa

merasa yakin telah berhasil membuktikan dakwaan yang memiliki ancaman

8 tahun. Oleh karena itu, jaksa mengajukan tuntutan (permintaan hukuman)

kepada hakim agar terdakwa dihukum 8 tahun penjara.

4. Putusan (Vonis) Hakim

Hakim melakukan penilaiannya sendiri berdasarkan fakta dan bukti
di persidangan.

Hakim setuju dengan jaksa bahwa terdakwa memang terbukti
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan
Primair (Pasal 354 KUHP dengan ancaman 8 tahun).

Namun, hakim tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Setelah
mempertimbangkan  hal-hal yang memberatkan (misalnya,
perbuatan sadis) dan yang meringankan (misalnya, terdakwa sopan,
belum pernah dihukum), hakim memutuskan untuk menjatuhkan
hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 7 tahun
penjara.

Vonis 7 tahun ini sah secara hukum karena masih di bawah ancaman

maksimal 8 tahun dari pasal yang terbukti.

5. "Dikurangi Masa Tahanan" Ini adalah prosedur standar dalam hukum acara

pidana (Pasal 22 ayat (4) KUHAP). Artinya, hukuman 7 tahun tersebut akan

dipotong dengan lamanya waktu terdakwa sudah ditahan sejak proses
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penyidikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Ini untuk memastikan

keadilan, agar masa penahanan tidak sia-sia.

Jadi alasan putusan pengadilan menjatuhkan hukuman 7 tahun, padahal
yang Pasal 44 ayat (1) hanya 5 tahun, adalah karena terdakwa tidak dihukum
berdasarkan Pasal 44 ayat (1). Terdakwa terbukti melanggar pasal lain yang lebih
berat (kemungkinan besar Pasal 354 KUHP) yang ada dalam surat dakwaan
alternatif jaksa, di mana pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 8
tahun atau lebih. Putusan 7 tahun tersebut konsisten dengan tuntutan jaksa 8 tahun

dan didasarkan pada pasal yang lebih serius daripada sekadar KDRT fisik biasa.
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRY antara lain adalah:

1) Faktor individu perempuan

Bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat,
kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya
berpotensil 2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual
dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui
catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami,
perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami
kekerasan fisikdan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan
suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih
dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau
seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih

dahulu.

2) Faktor pasangan,
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Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih
besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan

yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain.
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dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping tu,ada pula perempuan yang
memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami
kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak
menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan
kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan
fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras.
Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal
seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik.

3) Faktor ekonomi

Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang
semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami
kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari
rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan
kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan
menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek
pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang
sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di
Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat

kesejahteraan rumah tangga.

4) Faktor Sosial budaya
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Rasa khawatir akan bahaya kejahatan seperti timbulnya yang mengancam.
Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali
lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan,
dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di
daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik
dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah
perdesaan.

2. Majelis Hakim mepertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan
yang meringankan, yang ada pada diri terdakwa. Bagi Majelis hakim keadaan
yang memberatkan adalah:

e Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan memar kemerahan pada
bagian dalam mata kanan dengan panjang empat sentimeter lebar tiga
sementer bagi korban, dijumpai memar kemerahan pada bawah mata
dengan panjang tiga sentimenter lebar tiga sentimeter.

Adapun keadaan yang meringankan:

e Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi kembali. Terdakwa sopan dalam persidangan dan
terdakwa sudah meminta maaf di persidangan,

Berdasarkan  pertimbangan dan ukti maka melalui Putusan

No.2055/Pid.B/2024/PN MDN secara ringkas memutuskan bahwa: Bahwa

menyatakan terdakwa xxxx terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan
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tindak pidana “kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga”, sebagaimana dakwaan
alternatif pertama.
1). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7
tahun.
2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3) Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4) Membankan biaya perkara kepada terdakwah sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu

rupiah).

5.2 Saran

1. Untuk mengurangi banyaknya kekerasan dalam Rumah tangga, maka sangat
diperlukan sosialisasi, edukasi dan advkosi UU No.23 Tahun 2004 tentang
PDKRT ini.

2. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga perlu keterlibatan aparatur
negera baik lurah dan camat dlingkungan masing-masing untuk mengurangi

beban aparatur hukum.
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